
 

KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/52/Prov/I/2018 

TENTANG 

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN 

KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR 

NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Ayat (6) 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan dalam Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017, perlu 

menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau 

Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan 

rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Nusa 

Tenggara Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan 

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara 

Barat tentang Penunjukan Rumah Sakit Umum Provinsi 

Nusa Tenggara Barat sebagai tempat pelaksanaan 

Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta 

Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon Gubernur 

dan . . . 
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dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); 

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 818); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 

2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 

dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 

Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586); 

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 

231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 tentang Petunjuk 

Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta 

Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan 

Bebas . . . 
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Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil 

Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Nomor 56/HK.03.1-

Kpt/52/Prov/VI/2017 tentang Pedoman Teknis 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara 

Barat Tahun 2018; 

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Nomor 93/HK.03.1-

Kpt/52/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis 

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 

Nusa Tenggara Barat Tahun 2018; 

 

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) 

Wilayah Nusa Tenggara Barat Nomor 056/IDI-

WIL/NTB/XII/2017, tanggal 27 Desember 2017, hal 

Rekomendasi Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan 

Rohani; 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI 

NUSA TENGGARA BARAT TENTANG PENUNJUKAN RUMAH 

SAKIT UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI 

TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN 

JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN 

NARKOTIKA BAKAL CALON GUBERNUR DAN WAKIL 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018. 

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Provinsi Nusa Tenggara 

Barat sebagai tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan 

Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Calon 

Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 

2018. 

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Dana Hibah Komisi 

Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat           

Tahun . . .  
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Tahun 2018. 

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Mataram 

Pada tanggal 3 Januari 2018 

 

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT, 
 

 

 

LALU AKSAR ANSORI 

 

 

 


